Berita: Muhammadiyah

Haedar: Kebijakan Kedaulatan Jangan Hanya Menjadi
Retorika Politik, Tetapi Harus Menjadi Kebijakan yang
Aplikatif

Senin, 10-09-2018

MUHAMMADIYAH.OR.ID, SLEMAN — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir
mengatakan, siapa pun kedepan yang akan memenangkan kontestasi Pilpres 2019 harus fokus terhadap
kedaulatan pangan, pertanian, maritim dan kedaulatan Indonesia yang bertumpu pada politik indigenous
yang mengembangkan potensi tanah air.

“Semua tokoh dan elit bisa membandingkan kekayaan Indonesia, tapi kalau mentalitas impor, instan,
dan mentalitas mafia yang melestarikan impor hanya untuk kepentingan segelintir orang dan merugikan
masyarakat Indonesia, maka kita tidak akan menuju pada kedaulatan pangan, pertanian, maritim, dan
kedaulatan Indonesia,” jelas Haedar ketika ditemui selepas meresmikan Gedung Pimpinan Cabang
Muhammadiyah (PCM) Minggir, Sleman, pada Senin (10/9).

Haeda berharap kebijakan kedaulatan jangan hanya menjadi retorika politik, tetapi harus menjadi
kebijakan yang aplikatif.

“Bahkan rakyat Indonesia harus menyuarakan kedaulatan ini, kalau kita tetap bergantung pada impor
seoerti saat ini, kita tidak bisa mengembangkan potensi kita. Kedepan cucu-cucu kita tidak bisa
memperoleh manfaat dan kekayaan Indonesia, maka akhiri segala macam bentuk pembenaran terhadap
kebijakan impor yang tidak perlu, apalagi kalau ada unsur mafianya,” tegas Haedar.

Dalam konteks ini, lanjut Haedar, Muhammadiyah tetap berkomitmen agar spirit kedaulatan menjadi alam
pikiran politik bangsa ini.

“Indonesia ini insyaAllah rakyatnya mau prihatin, jadi rakyatnya insyaAllah mau bergandeng tangan dan
berkorban sampai pada fase-fase sulit kita membangun setelah kemerdekaan, tinggal sekarang para elit
eksekutif, yudikatif, serta institusi Pemerintah harus ada komitmen membangun negeri ini agar bisa
menjadi negeri yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia,” ucap Haedar.

Selain itu, Haedar juga menyampaikan bahwa politik harus menjadi pilar untuk membangun kedaulatan
Indonesia, jangan malah menjadi alat transaksi kedaulatan, sehingga rakyat tersandera oleh
keputusan-keputusan politik yang anti kedaulatan.

“Jadi ini penting, karena itu juga kami mengajak bahwa momentum Pilpres 2019 sebagai ajang
membangun kesadaran politik baru bagi rakyat dan elit dalam membangun kedaulatan,” tukas Haedar.

Membangun kedaulatan jangan hanya dijadikan alat untuk sekadar meraih kekuasaan.
“Dengan kekuasaan, seharusnya para elit harus bisa mensejahterakan, mencerdaskan, memajukan dan

mendaulatkan rakyat. Jika semua itu dijadikan political will maka rakyat akan berdiri dibelakang siapa
saja yang punya konsep mewujudkan kedaulatan itu,” pungkas Haedar. (adam)
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